PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab.Sarolangun
Telp/Fax : 0745 - 91006
Website : www.pn-sarolangun.qo.id

Sarolangun, 19 Februari 2021

Kepada Yth.

Seluruh ASN dan Honorer
Pengadilan Negeri Sarolangun
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/lbu untuk menghadiri Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
yang akan diselenggarakan pada :

Hari - Senin
Tanggal : 22 Februari 2021
Jam - 10.30 WIB s.d Selesai

Tempat : Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

e Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengadilan Negeri Sarolangun
Sekretaris,

I

JULIADI, S.Kom
NIP. 19850701 200904 1 003

Scanned by TapScanner



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab.Sarolangun
Telp/ Fax : 0745 — 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

NOTULEN SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Hari/Tanggal Senin, 22 Februari 2021
Tempat Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Sarolangun
Waktu Pukul 10.30 Wib s/d selesai

Agenda Rapat Sosialisasi Penanganan Gratifikasi

Pimpinan Rapat Ketua Negeri Sarolangun
Philip Mark Soentpiet, SH

Notulis Verren Trinandes, A.Md.A.B

Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris
Hakim

Pejabat Struktural dan Fungsional
Staf serta honorer

Peserta Rapat

NS

BERITA ACARA RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT

PEMBUKAAN :
Rapat dibuka tepat pukul 11.00 Wib oleh pimpinan rapat. Sesuai dengan
agenda rapat maka rapat akan membahas yaitu mengenai penanganan
benturan kepentingan di Pengadilan Negeri Sarolangun;
. PEMBAHASAN MATERI SOSIALISASI
Bahwa dalam sosialisasi tersebut Tim Penanganan Benturan menyampaikan
materi yang pada pokoknya sebagai berikut;
Dasar Hukum:
e UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;
e UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dari KKN;
e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor;
e Keputusan SEKMA No. b59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di MA dan Badan Peradilan di



http://www.pn-sarolangun.go.id/

bawahnya.
Situasi di mana pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya memiliki atau patut diduga memiliki
kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam
kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusan
dan/atau tindakannya.
Bentuk-bentuk benturan kepentingan sebagai berikut;
- Gratifikasi; menerima gratifikasi atas putusan
- Aset jabatan; menggunakan aset jabatan untuk kepentingan
pribadi/golongan
- Pengawasan; pengawasan yang tidak mengikuti prosedur
- Informasi rahasia: menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan
pribadi
- Akses tertentu; memberikan akses tertentu tanpa melalui prosedur
yang seharusnya
- Jabatan wewenang; menyalahgunakan jabatan
Sumber dan jenis benturan kepentingan:
- Penyalahgunaan wewenang;
- Perangkapan jabatan;
- Hubungan afiliasi;
- Gratifikasi; dan
- Kelemahan sistem organisasi.
- Kebijakan yang berpihak;
- Izin yang diskrimatif;
- Pengangkatan pegawai karena relasi;
- Rekanan kerja yang tidak profesional,
- Aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- Pengawasan tidak sesuai prosedur;
- Bagian dari kepentingan; dan
- Pengaruh pihak lain dan rangkap jabatan.
PENUTUP
Rapat ditutup pukul 12.00 Wib, Wassalam.




DOKUMENTASI SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
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Gambar 1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan sedang mempresentasikan
materi Penanganan Benturan Kepentingan

Gambar 2. ASN dan Honorer Pengadilan Negeri Sarolang_n menghadiri
sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan



DAFTAR HADIR SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
Hari/ Tanggal :Senin/ 22 Februari 2021

NO. NAMA & NIP JABATAN TANDA TANGAN KET
1 | Phillip Mark Soenpiet, SH.,MH et __&/’/_
- | Nip: 197411142000121002 ‘ i
Deka Diana, SH., MH . "
2 'Nip: 198012082003122001 Wakll feeroe o
Raymon Haryanto, SH . @
3 'Nip. 199105022017121002 ki
Tumpak Hutagaol ;
4 'Nip. 199207222012121007, SH Hakim
5. Reindra Jasper H Sinaga, SH Blalé
Nip: 199210102017121008 el
6. M. Yuli Setiawan, SH Haki
Nip: 199307072017121002 axim
Juwita Daningt SH
/- =— aas. Hakim
Nip: 199407042017122002
8. Yola Nindia Utami, SH Haki
Nip: 199501092017122002 axim
9, Dzakky Hussein, SH Haki
Nip: 199504222017121004 L
10 Muhamad Soleh, SH st
* [ Nip: 197302041993031004 Stehe
Juliadi, S. Kom ;
11 TNip: 198507012009041003 Sekretarts U /
Antonius Ringgo Y, SH ; - _,mc/
12 "Nip: 198306152005021002 Bapmiud Pidana (X%
Andi Maddumase, SH
13- 'Nip: 196806221993031006 PR Perals W
Dedet Syahgitra, SH
14 Nip: 198312062009121004 PTG A R
15 Binnaria Dabukke, SH Kasubag Umum &
" | Nip: 197505202006042002 Keuangan
Fitrisia, ST
16 "Nip: 198508302011012010 Kasubinag PP (%
- Teguh Hariadi, S.Kom Kasubag Kepegawaian A;E_/
* | Nip: 198108252006041004 dan Ortala :
Erick Reida Akbar, SH \
18- "Nip: 198412052008051001 PP n &N“’HN
- ]
19. Alf'le Saputra ISP .
Nip: 199005262009041001 3
Dedek Marinta B SH A
20. e .e arinta barus, pp k »
Nip: 198804122012122001 2
- Frans Syafitrah Hutariyus, Si Staf Kepaniteraan :
" | Nip: 198606102014031001 Perdata
Rizky Madya Wulan, ST
2. _ Iy y Staf Umum & ]/0\}&,\ _
Nip: 199105012014032001 Keuangan
Olga Ulina S, SE . Chuencron
23 "Nip: 19951012019032007 Staf Kepegawaian 4
Nanda Rezki, S.Kom
24. Staf PTIP

Nip: 198808152020121003




Verren Trinandes, AM.d.A.B

25. : Staf Kepaniteraan Hukum
Nip: 199903182020122001
26. | Riki Richardo Honorer
27. | Alex Setiawan Honorer
28. | Husni Mubarok Honorer
29. | Kamaludin Honorer "
30. | M. Ridwan Honorer -’44[/é :
N
31. | M. Rolib Honorer /)%,Q -
¢

32. | Harfa Lianna Honorer \@
33. | Susi Meidiyana Honorer M

_ gAYy
34. | Kamsi Honorer A

Sarolangun, 22 Februari 2021
KETUA PENG NEGERI SAROLANGUN

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., MLH.
NIP : 197411142000121002
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Minggu, 24 Pebruari 2018

Mahkamah Agung Republik Indonesia

| Pengadilan Negeri Sarolangun

Komplek Perkantoran Gunung Kembang - Kabupaten Sarolangun

Berands > Berita > Amsip Berita > Sosialisasi dan Aktuslisssi Maklumat Ketua Mshkamsah Agung RI pada PN Sarolangun

i dan Akt si t Ketua

hi

h Agung RI pada PN Sarolangun =1

arsip benta

NOMOR (1 MAKLUMAT KA
KOMITMEN BIRSANA TENTANG PAKTA INTEGRITAS
PINGAS » - MEGER 357~ 446!

Sy | | m—
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PARYS
24/02/2019
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Hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Bertempat diruang Caira F ilan Negeri gun, Sosialisasi dan isasi Ketua
Agung RI Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 dan Komitmen Berssma tentang Faita Integritas Pengadilan Negeri Sarolangun yang di pimpin oleh Bapak
R. Agung Aribowo, SH Ketus Pengadilan Negeri Sarolangun Diikuti oleh Ketus, Wakil Ketua, Pars Hakim, Panitera, Selretaris, Pejabat Fungsional,

Pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Juru Sita Pengganti serta Staf pegawsi dan Honerer Pengadilan Negeri Sarolangun.

Documentasi Photo Bersama

21.18
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Tampilan pada website Pengadilan Negeri Sarolangun tentang
Sosialisasi Maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017
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Pengadilan Negeri Sarolangup

komp. Perkantoran Gunung I(embang
Kab. Sarolangup

Telp/Fax: 0745191006

_Banner Pengaduan melalui SIWAS
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Layanan Publik

Beranda » Layanan Publik > Pengaduan > Prosedur Pengaduan

Prosedur Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Rl No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim,
Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil

Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan

pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Tujuan penanganan Pengaduan adalah untuk merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan,
maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

peradilan meningkat.
Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung (https://siwas.mahkamahagung.go.id);
2.layanan pesan singkat/SMS;

3. surat elektronik (e-mail);

4. faksimile;

5. telepon;

6. meja Pengaduan;

7. surat, dan/atau

8. kotak Pengaduan.

www.pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-publik

Layanan pesan singkat (SMS) Ke Nomor 01
nama Pelapor#nip/no.identia:
kerja terlapor#isi pengaduan.

Surat elektronik (e-mail);
P duan@badanp net

Telepon/Faksimile :

(021) 21481233

Meja Pengaduan Badan Pengawasan
Pengadilan

Surat, kirim ke:
cha,v-a Badan Pengawasan MA RI J| Jend. Ahmad Yan|
Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat

13011 Atau Kotak Pengaduan Pada Badan Pengawasan

Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan:

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri.
2. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI.

185282490900 dengan format SMS:
s pelapor#nama terlapor#satuan

MA RI dan atau Meja Informasi g

3. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:

1. identitas Pelapor,
2. identitas Terlapor jelas;

3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran
itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor

perkara;
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Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat

1. identitas Pelapor;
2. identitas Terlapor jelas;
3. perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran

itu terjadi misainya, apabila perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomer
perkara;

4. menyertakan bukli atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukli atau keterangan ini termasuk nama,
alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan

5 petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan
Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikinim ke Badan Pengawasan apabila diperiukan

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:

1. identitas Pelapor;

2 identitas Terlapor jelas;

3. dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus
dilengkapi dengan nomor perkara;

4. menyertakan bukli atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukli atau keterangan termasuk nama jelas,
alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor;

5. meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat
ditindaklanjuti

Pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut
1. Pengaduan dengan identitas Pelapor yang jelas dan substansi/materi Pengaduan yang logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera
dilakukan pemeriksaan guna membuklikan kebenaran informasinya;
2 Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, namun substansifmateri Pengaduannya logis dan memadai, direkomendasikan untuk segera
dilakukan pemeriksaan guna membuklikan kebenaran informasinya; °

3. Pengaduan dengan identitas Pelapor jelas, namun substansi/materi Pengaduan kurang jelas dapat direkomendasikan untuk dikonfirmasi atau

4. Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan Pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasikan untuk
dijadikan sebagai tambahan informasi.

Per yang tidak diti juti adalah Pengaduan dengan kriteria sebagai berikut

1. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas, tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjang informasi yang diadukan;

2. Pengaduan dengan identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas, misalnya Pengaduan penanganan perkara yang tidak
adil, yang tidak disertai dengan nama pengadilan, tempat kejadian atau nomor perkara dimaksud;

3. Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja i hakim tau i Aparatur Sipil Negara di pengadilan, misalnya telah
pensiun, telah pindah ke instansi lain;

4. Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang;

5. Pengaduan mengenai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan;

6. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain diluar yurisdiksi pengadilan, misalnya mengenai Advokat, Jaksa atau Poli

7. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya;

8. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di bawah
per Ketua P 1 Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (unprofessional conduct);

9. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Pelapor memiliki hak untuk:

1. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;

2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;

4. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;

5. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan

6. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Terlapor memiliki hak untuk: °

1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti 1ain;
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7. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada Pengaduan sebelumnya;
8. Pengaduan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, oleh karena merupakan jan Ketua Per ilan Tingkat Pertama di bawah

pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (unprofessional conduct),
9. Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.

Pelapor memiliki hak untuk:

1. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. mer 1informasi r i tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;

4. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;
5. mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
6. mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

Terlapor memiliki hak untuk:

1. membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;

2. mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
3. mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;

4. meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan

5. mendapatkan surat keterangan yang 1 bahwa Per 1an atas dirinya tidak terbukdti.
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Tampilan halaman website Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Prosedur Pengaduan
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